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Abstrak : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa 
bumi dan/atau bangunan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Prosedur 
Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) setelah dialihkan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah sudah 
berjalan baik serta kendala apa saja yang dihadapi saat peralihan. Metode yang dihunakan adalah analisis 
deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
setelah dialihkan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah sudah berjalan dengan baik dan tergolong sudah 
cukup efektif. Akan tetapi masih ditemui kendala-kendala seperti kurangnya pelatihan terhadap pegawai 
Dispenda, kurangnya berkas-berkas Prosedur Penerimaan PBB, dan kesalahan data yang diberikan Ditjen 
Pajak Ke Dispenda. 
 
Kata Kunci : Prosedur Penerimaan PBB, Peralihan PBB. 
 
Abstract : Tax of Land and Building is a tax imposed on taxable income in the form of earth and / or 
building. The purpose of this study was to determine whether the Tax Revenue Procedure Earth and 
building after Tax transferred from Central to Local Tax has been running good and what are the 
constraints faced by the transfer. The method used is descriptive analysis. Results of this study illustrate 
Acceptance Procedure Land and Building Tax after being transferred from Regional Tax Tax Center is 
going well and quite effective enough. But still encountered obstacles such as lack of training for 
personnel from revenue, the lack of paperwork Acceptance Procedure tax of land and building, and error 
data given to the Directorate General of Tax Revenue. 
 





Pembangunan Nasional adalah 
kegiatan yang berlangsung terus – menerus 
dan berkesinambungan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Salah satu ketersediaan dana pembangunan 
diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
adalah pajak yang dikenakan terhadap 
objek pajak berupa bumi dan/atau 
bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan 
merupakan salah satu faktor pemasukan 
bagi negara yang cukup potensil dan 
kontribusi terhadap pendapatan negara jika 
dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. 
Pemungutan pajak ini dilakukan 
oleh pemerintah pusat (dalam hal ini 
dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam 
pelaksanaannya senantiasa bekerja sama 
dengan pemerintah daerah. Pemungutan 
dan pengalokasian PBB dilakukan oleh 
pusat agar ada keseragaman dan keadilan 
dalam perpajakan. Hal ini karena 
pemerintah pusat bertindak sebagai 
pengatur agar pemerintah daerah tidak 
memutuskan PBB atas kemauannya sendiri. 
Untuk mendukung kebijakan Otonomi 
Daerah, maka dilakukanlah peralihan 
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang 
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
retribusi Daerah. 
Dengan latar belakang inilah 
penulis merasa tertarik untuk membahas 
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dan melakukan penelitian mengenai 
Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) Dari Pajak 
Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas 
Pendapatan Kota Palembang. 
 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1 Pengertian Efektivitas 
 
Terdapat beberapa pengertian 
efektivitas (dalam Musa Abdul Jabbar, 
2012) 
1. Menurut Kartikahadi  
“Efektivitas adalah produk akhir kegiatan 
operasi telah mencapai tujuannya baik 
ditinjau dari segi kualitas hasil, kualitas 
kerja, maupun batas waktu yang 
ditargetkan.”  
2. Menurut Syahrul dan Afdinizar.  
“Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja 
sesungguhnya (aktual) sebanding dengan 
kinerja yang ditargetkan. 
 
2.2 Pengertian Pajak 
 
Definisi pajak menurut 
Djajadiningrat (Resmi, 2009, h.1): “Pajak 
adalah suatu kewajiban menyerahkan 
sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan 
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 
menurut peraturan yang ditetapkan 
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi 
tidak ada jasa timbal balik dari negara 
secara langsung, untuk memelihara 
kesejahteraan secara umum. 
 
2.3 Pengertian Pajak Bumi dan 
Bangunan 
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
adalah pajak negara yang dikenakan 
terhadap bumi dan atau bangunan 
berdasarkan Undang – Undang nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 
1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam 
arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh 
keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau 
bangunan. Keadaan subjek (siapa yang 
membayar) tidak ikut menentukan besarnya 
pajak. (Ditjen Pajak, 2012) 
 
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai 
Pajak Pusat 
 
Dengan diberlakukannya Undang- 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 
per 1 Januari 2010 untuk Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan 
perkotaan menjadi Pajak Daerah yang 
kewenangan pemungutannya berada pada 
Pemerintah Daerah sedang PBB yang masih 
menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat 
yaitu: 
1. PBB sektor Perkebunan 
2. PBB sektor Perhutanan 
3. PBB sektor Pertambangan 
 
2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai 
Pajak Daerah 
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
yang dialihkan menjadi Pajak Daerah hanya 
PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), 
sementara PBB sektor Perkebunan, 
Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih 
tetap menjadi Pajak Pusat. Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan 
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. Pengalihan 
PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke 
Pemerintah Daerah sendiri bertujuan untuk 
meningkatkan local taxing power pada 
kabupaten/kota, seperti :  
1. Memperluas objek pajak daerah dan 
retribusi daerah 
2. Menambah jenis pajak daerah dan 
retribusi daerah (termasuk pengalihan 
PBB Perdesaan dan Perkotaan dan 
BPHTB menjadi Pajak Daerah) 
3. Memberikan disreksi penetapan tarif 
pajak daerah 
4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai 
instrumen dan pengaturan pada daerah. 
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Manfaat yang bisa diperoleh dari peralihan 
PBB P2 dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah 
untuk pemerintah kabupaten/kota sendiri 
adalah penerimaan dari PBB 100% akan 
masuk ke pemerintah kabupaten/kota. 
Sedangkan saat dikelola oleh Pemerintah 
Pusat (DJP), pemerintah kabupaten/kota 
hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% 
(Ditjen Pajak). 
 
2.6 Prosedur Penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan 
 
Prosedur penerimaan Pajak Bumi 
dan bangunan dimulai dari Wajib pajak 
yang mendaftarkan objek pajak dengan cara 
mengambil dan mengisi formulir SPOP 
(Surat pemberitahuan Objek Pajak) secara 
jelas, benar, dan lengkap dan dikembalikan 
ke tempat yang ditunjuk untuk pengambilan 
dan pengembalian SPOP. Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah 
sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk 
mendaftarkan Objek Pajak yang akan 
dipakai sebagai dasar untuk menghitung 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang 
terutang. Formulir SPOP disediakan dan 
dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan 
Pajak atau tempat lain yang ditunjuk atau 
melalui teknologi internet (Ditjen Pajak, 
2012). 
Adapun kelengkapan persyaratan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 
sebagai berikut (Dispenda Palembang): 
1. Fotokopi KTP yang masih berlaku 
2. fotokopi Sertifikat/Surat Tanah/Akte 
Kepemilikan Tanah 
3. Fotokopi SPPT PBB tahun 
sebelumnya 
4. OP baru : fotokopi SPPT PBB 
tetangga 
5. Bukti lunas PBB tahun sebelumnya 
6. Pengisian Blangko SPOP (Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak) PBB 
ditanda tangani dan cap 
7. Pengisisan blanko permohonan 
8. Surat kuasa bermaterai Rp 6.000 
9. Map warna merah 
 
 
3. Metodologi Penelitian 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian terdiri 
dari dua jenis, yaitu pendekatan kualitatif 
dan pendekatan kuantitatif. Pendakatan 
kualitatif adalah data yang dinyatakan 
dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. 
Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah 
data yang berbentuk angka, atau data 
kualitatif diangkakan (scoring : baik sekali 
= 4, baik = 3, kurang baik = 2, dan tidak 
baik = ) (Sugiyono, 2006, h.14). 
Pada penelitian ini pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif, karena dalam penelitian ini ingin 
melihat efektivitas Prosedur penerimaan 
Pajak Bumi dan bangunan (PBB) setelah 
dialihkan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah. 
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
 
Yang menjadi objek dalam 
penelitian ini adalah Prosedur Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta 
yang menjadi subjek dalam penelitian ini 
adalah Dinas Pendapatan Daerah 
(Dispenda) Kota Palembang. 
 
3.3 Pemilihan Informan Kunci 
 
Secara teknis, informan adalah 
orang yang dapat memberikan penjelasan 
yang kaya warna, detil, dan komprehensif 
menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, 
bagaimana dan mengapa, misalnya, satu 
peristiwa terjadi atau justru tidak terjadi 
(Budiman, 2011). 
 Dalam penelitian ini yang menjadi 
informan kunci adalah Ka. Seksi Penilaian 
dan Pendapatan PBB, Bapak 
Irwantono,S.Ag,SE,MM. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
 
Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer. Data 
primer atau data pokok ini adalah data yang 
diperoleh penulis dengan terjun langsung ke 
objek penelitian dalam hal ini melakukan 
wawancara dan juga melakukan 
pengambilan data-data yang berhubungan 
dengan penulisan penelitian, misalnya 
melakukan wawancara kepada pegawai 
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota 
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Palembang tentang prosedur Pajak Bumi 
dan bangunan (PBB). 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, survei, dan dokumentasi. 
Untuk teknik pengumpulan data 
wawancara, wawancara berupa kegiatan 
yang dilakukan terhadap karyawan bagian 
Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Kota 
Palembang. Untuk teknik pengumpulan 
data survei, survei yang dilakukan di Dinas 
Pendapatan daerah (Dispenda) Kota 
Palembang dengan melihat langsung 
prosedur penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Sedangkan untuk teknik 
pengambilan data dokumentasi, yaitu 
pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa 
buku-buku. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
 
Dalam penelitian kualitatif dikenal 
ada dua strategi analisis data yang sering 
digunakan bersama-sama atau secara 
terpisah yaitu model strategi analisis 
deskriptif kualitatif dan atau model strategi 
analisis verifikatif kualitatif. Kedua model 
analisis itu member gambaran bagaimana 
alur logika analisis data pada penelitian 
kualitatif sekaligus memberi masukan 
terhadap bagaimana teknik analisis data 
kualitatif digunakan (Bungin, 2007, h.83) 
Dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
cara: 
1. Mengumpulkan informasi yang 
diperlukan, yang bisa di dapat salah 
satunya dengan melakukan wawancara 
2. Mengidentifikasi masalah, 
kemungkinan masalah yang timbul 
dari prosedur yang berjalan setelah 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
dialihkan dari pajak pusat ke pajak 
daerah 
3. Membuat perbandingan antara 
prosedur yang berjalan saat Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) masih 
dikendalikan oleh pajak Pusat dan 
prosedur yang berjalan saat Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) setelah 
dikendalikan oleh pajak daerah 
 
 
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
4.1 Hasil Penelitian 
 
Analisis data penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan 
analisis deskriptif. Data yang diambil 
adalah mengenai Efektivitas Prosedur 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) setelah dialihkan dari Pajak Pusat ke 
Pajak Daerah, yang dilakukan dengan 
mewawancari salah satu pegawai Dinas 
Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota 
Palembang. 
Dari hasil wawancara, diketahui 
bahwa PBB-P2 di Kota Palembang 
dialihkan dari Pajak Pusat menjadi Pajak 
Daerah pada tahun 2012 yang berpedoman 
pada Undang-Undang PDRD dan Peraturan 
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 
Dalam Negeri. Peralihan PBB-P2 ini 
sempat melewati masa transisi selama 4 
bulan. Pada masa transisi sempat mendapat 
kendala, seperti pelayanan yang diberikan 
terbilang belum maksimal, karena pegawai 
daerah yang belum terbiasa untuk melayani 
masyarakat secara langsung, dan karena 
pelatihan terhadap pegawai Dispenda baru 
dilaksanakan pada masa transisi, yaitu 
selama 4 bulan, bukan sebelum masa 
transisi. Terdapat juga kekurangan atau 
kesalahan data yang diberikan Ditjen Pajak 
ke Dispenda, misalnya Wajib Pajak yang 
sebenarnya sudah melakukan pembayaran 
PBB-P2, tetapi dari laporan yang 
didapatkan, Wajib Pajak tersebut belum 
melakukan pembayaran. Kurangnya berkas 
Prosedur penerimaan juga sempat terjadi 
saat masa transisi. Kendala ini sempat 
mengganggu pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat, hanya saja pelayanan 
yang diberikan terus membaik seiring 
berjalannya waktu. 
Sosialisasi kepada masyarakat juga 
dilakukan, dengan memasang spanduk di 
tempat-tempat tertentu, dan Dispenda juga 
melakukan sosialisasi dengan membuat 
acara  yang diadakan di Aula Dispenda. 
Prosedur yang diterapkan oleh Dinas 
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Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota 
Palembang masih mengadopsi prosedur 
yang diterapkan sebelumnya, yaitu, dimulai 
dari Wajib Pajak yang diwajibkan untuk 
melengkapi kelengkapan administrasi. 
Setelah melengkapi data administrasi 
tersebut bagian pelayanan akan meng-input 
data tersebut untuk dilakukan verifikasi. 
Setelah itu baru Seksi Penetapan dan 
Penilaian PBB menetapkan jumlah 
terhutang PBB Wajib Pajak Tersebut. Baru 
setelah itu Wajib Pajak akan menerima 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung 
(SPPT). Jangka waktu dari melengkapi data 
sampai ke menerima SPPT maksimal 1 
bulan..  
Dilihat dari segi penerimaan, 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) tahun 2012 mengalami peningkatan, 
yaitu sebesar Rp 75.838.430.402, hal ini 
dikarenakan dari tarif Pajak Bumi dan 
Bangunan setelah dialihkan meningkat. 
Akan tetapi, penerimaan pada tahun 2012, 
tidak sesuai dengan target yang sudah 
ditentukan sebelumnya, hal ini dikarenakan 
target yang ditentukan pada tahun 2012 
terlalu tinggi dibandingkan target yang 





Peralihan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat menjadi 
Pajak Daerah berpedoman pada Undang – 
Undang PDRD dan Peraturan Bersama 
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 
nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan 
Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan 
Perkotaan sebagai Pajak Daerah. 
Pajak yang dialihkan dari Pajak 
Pusat menjadi Pajak Daerah hanya PBB 
sektor Perdesaan dan Peerkotaan (P2). 
Sedangkan PBB sektor Perhutanan, 
Perkebunan, dan Pertambangan (P3) masih 
tetap menjadi Pajak Pusat. Peralihan PBB-
P2 ini dimulai pada tahun 2011. Pada tahun 
2011 ada satu kota/kabupaten yang sudah 
mengalihkan PBB-P2 menjadi Pajak 
Daerah, yaitu Surabaya. Dan diikuti oleh 
dua belas kota/kabupaten pada tahun 2012 
yang mengalihkan PBB-P2 menjadi Pajak 
Daerah, yaitu Medan, Palembang, Depok, 
Bogor, Sukoharjo, Sidoarjo, Gresik, 
Yogyakarta, Palu, Gorontalo, Samarinda, 
Pontianak, Bandar Lampung, Deli Serdang, 
pekanbaru, Balikpapan, dan Semarang. Dan 
pada tahun 2013, terdapat 105 
kota/kabupaten yg melakukan perlihan 
PBB-P2. 
Untuk kota atau kabupaten yang 
belum mengalihkan PBB-P2 dari Pajak 
Pusat menjadi Pajak Daerah, paling lambat 
tanggal 31 Desember 2013 sudah harus 
mengalikan PBB-P2, dan pada tanggal 1 
Januari 2014, Pemerintah Daerah di seluruh 
kota/kabupaten Indonesia sudah harus 
mengambil alih PBB-P2. 
Untuk melakukan peralihan PBB-
P2 ini, terdapat beberapa hal yang harus 
dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu 
: 
1. Perda, Perkepda, SOP. Yaitu Peraturan 
Daerah Kota Palembang Nomor 3 
tahun 2011, dan SOP atau Standard 
Operating Procedure yang masih 
mengadopsi dari sebelumnya.  
2. Sumber Daya Manusia. Keahlian 
Sumber Daya Manusia juga bisa 
diadopsi oleh Pemerintah Daerah dari  
Ditjen Pajak. Pegawai Dispenda 
diberikan pelatihan selama 4 bulan 
yaitu dari bulan Januari 2012 sampai 
April 2012.  Hanya saja pelatihan yang 
diberikan masih dianggap kurang. 
Pelatihan yang diberikan salah satunya 
yaitu melatih pegawai Dispenda untuk 
melayani masyarakat secara langsung. 
3. Struktur organisasi dan tata kerja. 
4. Sarana dan prasarana. Sarana dan 
prasarana yang dimiliki Dispenda 
cukup baik, seperti komputer dan 
tempat penyimpanan berkas-berkas. 
Hanya saja ruangan dan pendingin 
ruangan kurang terawat dengan baik. 
5. Pembukaan rekening penerimaan. 
Rekening baru yang dipersiapkan 
untuk pembayaran PBB yaitu di Bank 
Sumsel Babel. 
6. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait 
(koordinasi dengan bank, 
notaris/PPAT, BPN). 
Tujuan dari pengalihan PBB-P2 ini 
adalah untuk meningkatkan local taxing 
power pada kabupaten/kota, seperti: 
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1. Memperluas objek pajak daerah dan 
retribusi daerah. Karena jenis Pajak 
Daerah bertambah, maka Objek Pajak 
daerah pun akan bertambah, misalnya 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Menambah jenis pajak daerah dan 
retribusi daerah (termasuk pengalihan 
PBB Perdesaan dan Perkotaan dan 
BPHTB menjadi Pajak Daerah). Yang 
sebelumnya Pajak Daerah (khususnya 
Pajak Kabupaten/Kota) hanya terdiri 
dari 8 jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 
Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak 
Parkir. Setelah adanya peralihan, Pajak 
Daerah bertambah 3 jenis, yaitu Pajak 
Sarang Burung Walet, PBB-P2, dan 
BPHTB, menjadi 11 jenis pajak. 
3. Memberikan diskresi penetapan tarif 
pajak kepada daerah. Setiap 
Kabupaten/Kota diberikan 
kewenangan untuk menetapkan tarif 
PBB nya masing-masing. 
4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai 
instrumen penganggaran dan 
pengaturan pada daerah. 
Keuntungan yang didapat oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota atas peralihan 
PBB-P2 adalah penerimaan PBB 100% 
akan masuk ke Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Sedangkan saat masih 
menjadi Pajak Pusat, penerimaan akan 
dibagi antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat akan 
menerima 10% dari penerimaan sedangkan 
Pemerintah Daerah akan menerima 90%. 
Setelah dikurangi biaya untuk melakukan 
pemungutan sebesar 10% dari 90%, 
kemudian dibagi lagi untuk Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 
Peralihan PBB-P2 ke daerah 
mengahadapi beberapa tantangan. 
tantangan tersebut harus dihadapi dan 
diminimalkan agar tidak menimbulkan 
permasalahan baru. Beberapa tantangan 
yang ada: 
1. Kesiapan kabupaten/kota pada masa 
awal pengalihan yang belum optimal, 
sehingga dapat berdampak 
pada kualitas pelayanan kepada Wajib 
Pajak, penerimaan penerimaan PBB, 
dll. 
2. Kesenjangan (disparitas) kebijakan 
PBB-P2 antar kabupaten/kota. Tiap 
Kabupaten/Kota memiliki Peraturan 
Daerah (Perda) masing – masing dan 
setiap Kabupaten/Kota berhak 
menentukan sendiri tarif PBB-P2 nya. 
3. Hilangnya potensi penerimaan bagi 
provinsi (16,2%) dan hilangnya 
potensi penerimaan insentif PBB 
khususnya bagi kabupaten/kota yang 
potensi PBB-P2nya rendah. Provinsi 
tidak lagi menerima bagi hasil atas 
penerimaan PBB-P2 karena 
penerimaan PBB-P2 100% akan 
menjadi milik Kabupaten/Kota maka 
tidak akan ada lagi pembagian insentif 
sebesar 35% untuk Kabupaten/Kota 
yang penerimaannya mencapai rencana 
yang sudah ditentukan sebelumnya. 
Hal ini tentu saja akan memberatkan 
untuk Kabupaten/Kota yang 
penerimaan PBB nya rendah. 
4. Beban biaya pemungutan PBB-P2 
yang cukup besar. Terdapat biaya-
biaya yang harus dikeluarkan, seperti 
biaya untuk mencetak berkas Prosedur 
Penerimaan PBB. 
Prosedur Penerimaan PBB-P2 
sendiri masih mengadopsi dari Prosedur 
Penerimaan PBB sebelumnya yaitu, 
dimulai dari Wajib Pajak yang diwajibkan 
untuk melengkapi kelengkapan administrasi 
berupa: 
1. Fotocopy KTP yang masih berlaku. 
2. Fotocopy sertifikat/surat tanah akte 
kepemilikan tanah. 
3. Fotocopy SPPT PBB tetangga 
(diperlukan untuk melihat kelas dari 
Objek Pajak wilayah tersebut). 
4. Pengisian blangko SPOP (Surat 
Pemberitahuan Opjek Pajak) PBB 
diketahui lurah. 
5. Pengisian blangko permohonan. 
6. Map warna merah. 
Setelah melengkapi data administrasi 
tersebut bagian pelayanan akan meng-input 
data tersebut untuk dilakukan verifikasi. 
Setelah itu baru Seksi Penetapan dan 
Penilaian PBB menetapkan jumlah 
terhutang PBB Wajib Pajak Tersebut. Baru 
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setelah itu Wajib Pajak akan menerima 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung 
(SPPT). Jangka waktu dari melengkapi data 
sampai ke menerima SPPT maksimal 1 
bulan. 
Prosedur Pembayaran PBB-P2 
setelah peralihan tetap sama saat masih 
menjadi Pajak Pusat. Pembayaran 
dilakukan melalui Bank. Untuk Kota 
Palembang pembayaran PBB dilakukan 
melalui Bank Sumsel babel atau transfer 
melalui ATM Bank Sumsel Babel. 
Pembayaran juga bisa dilakukan dengan 
mengunjungi loket Bank Sumsel Babel 
di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 
Kota Palembang. 
Efektivitas Prosedur Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) setelah peralihan 
tergolong efektif apabila: 
1. Penerimaan. Penerimaan PBB 
meningkat setelah dialihkan. Pada 
tahun 2011, saat masih menjadi 
Pajak Pusat, penerimaan PBB 
sebesar Rp 65.485.934.602. Dan 
pada tahun 2012, pada saat sudah 
dialihkan menjadi Pajak Daerah, 
penerimaannya bertambah menjadi 
Rp 75.838.430.402, walaupun 
penerimaan PBB tahun 2012 tidak 
mencapai target yang sudah 
ditentukan sebelumnya. Hal ini 
dikarenakan target yang ditentukan 
terlalu jauh dindingkan target yang 
ditentukan pada tahun 2011.  
2. Pelayanan. Pelayanan yang terus 
meningkat akan ikut mempengaruhi 
penerimaan. Pelayanan yang buruk 
akan membuat masyarakat enggan 
untuk melunasi PBB nya.  
Pelayanan PBB-P2 di Kota 
Palembang saat 4 bulan pertama 
setelah dialihkan sempat 
mengalami penurunan, karena 
keterbatasan berkas Prosedur 
Penerimaan PBB yang dimiliki dan 
kurangnya keahlian yang dimiliki 
oleh pegawai Dispenda dalam 
melayani masyarakat. Akan tetapi, 
pelayanannya semakin terus 
meningkat seiring berjalannya 
waktu. 
3. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak 
Bumi dan Bangunan, jumlah Wajib 
Pajak di Kota Palembang 
mengalami peningkatan, saat masih 
menjadi Pajak Pusat jumlah Wajib 
Pajak Bumi dan Bangunan 
sebanyak 243.000 orang, setelah 
peralihan jumlah Wajib Pajak Bumi 
dan Bangunan menjadi 273.000 
orang, bahkan diperkirakan jumlah 
ini akan terus bertambah. 
4. Sarana dan prasana. Sarana dan 
prasana yang baik akan membantu 
kinerja pegawai dalam melayani 
masyarakat. Sarana dan prasarana 
di Dispenda Kota Palembang 
terbilang cukup baik. Seperti 
komputer dan tempat penyimpanan 
berkas-berkas terbilang cukup 
bagus. Hanya saja masih ada yang 
kurang terawat seperti tempatnya 
yang kurang bersih, pendingin 
ruangan yang tidak bekerja secara 
maksimal sehingga jika cuaca 
sedang panas, maka pegawai serta 
Wajib Pajak juga akan merasa 
kepanasan. 
5. Sosialisasi. Sosialisasi sangat 
berguna untuk memberikan 
motivasi kepada masyarakat untuk 
taat membayar pajak. Sosialisasi 
juga bisa membuat masyarakat 
sadar akan betapa pentingnya untuk 
membayar pajak. Sosialisasi bisa 
dilakukan dengan membuat iklan 
yang berisikan ajakan. 
 
 
5. Kesimpulan Dan Saran 
 
5.1  Kesimpulan 
 
 Berdasarkan analisis data dan 
pembahasan yang telah dilakukan pada Bab 
IV, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan, yaitu: 
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1. Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan 
bangunan setelah dialihkan dari Pajak 
Pusat ke Pajak Daerah sudah berjalan 
dengan baik dan tergolong sudah 
cukup efektif. Dapat dilihat dari segi 
pelayanan yang semakin meningkat 
setiap saat juga jumlah wajib pajak 
yang terus meningkat. Sedangkan jika 
dilihat dari segi penerimaannya, 
penerimaan PBB meningkat dari tahun 
2011 ke tahun 2012, hal ini disebabkan 
oleh tarif PBB yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah meningkat dari 
tarif PBB pada saat masih menjadi 
Pajak Pusat. 
2. Kendala yang dihadapi saat peralihan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari 
Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah 
adalah kurangnya pelatihan yang 
diberikan kepada pegawai Dispenda. 
Pelatihan yang diberikan hanya 
berkisar 4 bulan. Serta, pada saat 4 
bulan pertama masa peralihan, 
Dispenda sempat terhambat oleh 
kurangnya berkas-berkas Prosedur 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
yang menyebabkan terhambatnya 
pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat. Terdapat juga kesalahan 
data yang diberikan oleh Ditjen Pajak. 
Kesalahan berupa Wajib Pajak yang 
sebenarnya sudah melunasi PBB nya, 
tetapi dari data yang diperoleh, Wajib 
pajak tersebut belum  melunasi PBB 
nya. 
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki 
oleh Dispenda Kota Palembang kurang 
terawat dengan baik. Pendingin 
ruangan yang tidak bekerja secara 
maksimal, sehingga bila cuaca diluar 
sedang panas, maka pegawai Dispenda 
dan Wajib Pajak yang berada 
diruangan juga merasa panas. Lalu 
ruangannya yang kurang bersih. Tetapi 
alat-alat seperti komputer dan tempat 
penyimpanan berkas-berkas masih 
terawat dengan baik. 
 
5.2  Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas, 
maka masukan atau saran yang dapat 
peneliti berikan adalah  
1. Sebelum melaksanakan peralihan, ada 
baiknya jika pemerintah Daerah 
memperhatikan faktor-faktor yang 
mungkin dianggap kecil tetapi sangat 
berpengaruh terhadap pelayanan yang 
akan diberikan kepada masyarakat. 
Seperti ketersediaan berkas-berkas, 
dan progam pelatihannya. Program 
pelatihan juga sebaiknya dilaksanakan 
sebelum peralihan, bukan setelah 
peralihan. 
2. Peralihan PBB-P2 ini membutuhkan 
modal, bukan hanya modal yang 
berupa uang tetapi modal sumber daya 
manusianya juga. Lebih baik jika 
pelaksanaannya ditunda untuk 
mencapai hasil yang lebih maksimal.  
3. Memperbaiki sarana dan prasarana 
khususnya pendingin ruangan, 
sehingga Wajib Pajak akan merasa 
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